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Abstrak

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan
kesehatan yang setara, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang ada. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis Kkebijakan yang diadopsi oleh beberapa negara dalam
mewujudkan kesetaraan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas, dengan fokus pada
implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk mengkaji
kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia dan beberapa negara terkait pemenuhan hak
kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak
negara telah meratifikasi CPRD, implementasi kebijakan yang berkaitan dengan aksesibilitas
kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur,
diskriminasi, dan kurangnya pelatihan tenaga medis. Di Indonesia, meskipun telah ada
peraturan seperti UU No. 8 Tahun 2016, tantangan utama terletak pada kesadaran publik dan
implementasi kebijakan di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan upaya lebih lanjut untuk
memperkuat kebijakan kesehatan yang inklusif, meningkatkan aksesibilitas dan pelatihan
tenaga medis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memastikan penyandang
disabilitas mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan bebas diskriminasi.
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Abstract

People with disabilities often face major challenges in accessing equal health services, which are
influenced by existing government policies. This research aims to analyze the policies adopted by
several countries in realizing equal access to health for persons with disabilities, with a focus on the
implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD). The research
method used is normative legal research method, with a statute approach and comparative
approach. This approach is applied to examine government policies in Indonesia and several
countries related to the fulfillment of health rights for persons with disabilities. The results show
that although many countries have ratified the CPRD, the implementation of policies related to
health accessibility still faces various challenges, including limited infrastructure, discrimination,
and lack of training of medical personnel. In Indonesia, despite the existence of regulations such as
Law No. 8/2016, the main challenges lie in public awareness and policy implementation on the
ground. In conclusion, further efforts are needed to strengthen inclusive health policies, improve
physical accessibility and training of medical personnel, and increase public awareness to ensure
people with disabilities receive equal and discrimination-free health services.
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1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak
asasi manusia (HAM) yang bersifat universal, tetap, dan berkelanjutan, sesuai dengan
ketentuan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Prinsip dasar ini menjadi landasan negara dalam memberikan perlindungan
terhadap seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang
disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam
kehidupan sehari-hari, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang memerlukan
perhatian khusus dalam perlindungan hak-haknya. Negara memiliki kewajiban untuk
memastikan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memperoleh hak yang setara dalam
seluruh aspek kehidupan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan, baik
itu dalam aspek fisik, mental, atau sensorik, yang berlangsung dalam jangka panjang.
Keterbatasan ini sering kali menghalangi individu untuk berpartisipasi secara penuh
dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan penyandang disabilitas
pada posisi yang lebih rentan, khususnya dalam mengakses layanan dasar seperti
pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan lebih
terhadap hak-hak penyandang disabilitas menjadi sangat penting, mengingat tantangan
yang lebih besar yang dihadapi dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjamin kemandirian dan
kesejahteraan penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program. Salah
satu upaya besar dalam hal ini adalah ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) pada tahun 2011 [1].
Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memastikan hak penyandang
disabilitas, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang setara dan berkualitas. Konvensi
tersebut mengatur berbagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya
adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak, tanpa
diskriminasi.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen penting dalam sebuah
negara yang demokratis. Setiap individu, tanpa kecuali, berhak diperlakukan dengan
martabat, dihormati, dan diberi kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam
kehidupan sosial, politik, dan ekonomi [2]. Penyandang disabilitas merupakan bagian
dari populasi dunia yang juga berhak memperoleh hak-hak tersebut. Namun, sering kali
menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam
mengakses berbagai layanan, termasuk layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena
itu, perlindungan khusus terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan perhatian yang
lebih dalam terhadap pemenuhan hak-haknya menjadi hal yang sangat diperlukan.

Pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tingkat internasional telah
berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Konvensi PBB tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (CRPD), menekankan pentingnya integrasi penuh penyandang
disabilitas ke dalam masyarakat. Konvensi ini mendorong partisipasi yang setara bagi
penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan
sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai negara yang telah meratifikasi CRPD,
Indonesia dan beberapa negara lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan
memastikan implementasi kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas, termasuk dalam bidang kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar dan penting bagi
setiap individu. Hak atas kesehatan ini mencakup tidak hanya akses terhadap layanan
medis yang berkualitas, tetapi juga berbagai faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan
fisik dan mental seseorang.

Kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional.
Pembangunan yang terencana dengan baik untuk penyandang disabilitas adalah wujud
dari komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk
memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal (no one left behind) dalam sistem
pembangunan nasional. Ini juga merupakan komitmen dari 193 negara, termasuk
Indonesia, yang disetujui pada tahun 2017 dan berlaku hingga tahun 2030 [3].
Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan
warga negara lainnya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak penyandang
disabilitas yang masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, baik
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karena keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, maupun kurangnya pemahaman
tenaga medis tentang hak-hak dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Kesehatan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan perawatan
medis atau pengobatan, tetapi juga meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penyandang disabilitas sering kali
menghadapi ketidaksetaraan dalam mengakses layanan kesehatan karena terbatasnya
fasilitas yang dapat diakses, seperti fasilitas yang tidak ramah disabilitas atau kurangnya
informasi yang memadai mengenai layanan kesehatan yang tersedia. Hal ini
mengakibatkan penyandang disabilitas lebih rentan terhadap penolakan atau
ketidakmampuan untuk mengakses perawatan medis yang diperlukan.

Selain kendala aksesibilitas fisik, penyandang disabilitas juga sering menghadapi
diskriminasi dan stigma, baik dari masyarakat umum maupun tenaga medis. Stigma
terhadap penyandang disabilitas seringkali memperburuk ketidaksetaraan yang dihadapi
dalam mengakses layanan kesehatan. Banyak penyandang disabilitas merasa diabaikan
atau tidak dihargai oleh tenaga medis akibat kurangnya pemahaman mengenai kondisi
dan cara-cara terbaik untuk memberikan perawatan yang sesuai. Oleh karena itu, selain
perbaikan fasilitas, juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di
kalangan tenaga medis mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana
memberikan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas.

Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai
hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa hak-hak tersebut terlaksana dengan baik di tingkat nasional. Meskipun sejumlah
kebijakan telah ada untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, masih terdapat
berbagai tantangan dalam implementasinya. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang ramah
disabilitas masih terbatas di banyak daerah, dan pemahaman tenaga medis mengenai
hak-hak penyandang disabilitas serta cara-cara memberikan pelayanan yang sesuai juga
masih perlu ditingkatkan.

Melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan, Indonesia telah
menunjukkan komitmennya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang
disabilitas. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya dalam akses
terhadap layanan kesehatan, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret. Pemerintah
perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada memenuhi standar aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas dan menyediakan pelatihan lebih lanjut bagi tenaga medis
tentang hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, perhatian yang lebih besar perlu
diberikan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang
disabilitas, agar dapat mengakses layanan kesehatan yang setara dan bermutu,
sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada pertengahan tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat
sekitar 37,58 juta orang, dengan 53,37 persen di antaranya adalah perempuan dan 9,77
persen merupakan anak-anak. Penyandang disabilitas tersebut masih menghadapi
berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam akses terhadap infrastruktur publik,
pendidikan, maupun layanan kesehatan. Di sisi lain, perempuan penyandang disabilitas
juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis,
seksual, dan penelantaran yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam beberapa kasus,
pelaku kekerasan tersebut umumnya adalah suami atau pria, dengan 22 kasus tercatat,
sementara pelaku lainnya berasal dari masyarakat, teman, dan keluarga [4].

Namun demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan,
perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat, dan berhak untuk
dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena. Hak tersebut
mencakup penghormatan terhadap integritas mental dan fisik yang setara dengan
individu lainnya, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan sosial
guna mendukung kemandirian serta pemenuhan hak dalam keadaan darurat. Oleh karena
itu, negara berkewajiban untuk mewujudkan hak-hak yang termaktub dalam konvensi
internasional melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan yang menjamin
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, kebudayaan, pariwisata, serta pemanfaatan
teknologi, informasi, dan komunikasi.
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Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait pemenuhan
hak kesehatan penyandang disabilitas. Namun belum banyak penelitian yang terfokus
pada analisis hukum normatif terkait aksesabilitas dan pemenuhan hak kesehatan
penyandang disabilitas [5]. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nurika
Falah Ilmania dan Nofi Sri Utami (2023), telah membahas pemenuhan hak kesehatan bagi
penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial [6]. Imas Sholihah
(2016) juga mengkaji kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas
[7], sementara Arrista Trimaya (2018) menganalisis penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 [8]. Penelitian-penelitian tersebut lebih menyoroti aspek kebijakan dan
implementasi yang bersifat makro, namun belum banyak yang mengkaji secara
mendalam aspek normatif hukum terkait implementasi hak atas kesehatan bagi
penyandang disabilitas.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan hukum normatif yang lebih
mendalam dalam menganalisis pelaksanaan hak kesehatan penyandang disabilitas,
khususnya yang berkaitan dengan Pasal 12 Sub C UU No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dan
implementasinya di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, terutama terkait
aksesibilitas layanan kesehatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk kebijakan pemerintah beberapa
negara dalam mewujudkan kesetaraan aksesabilitas berdasarkan Konvensi Hak
Penyandang Disabilitas (CPRD) dan menganalisis upaya pemerintah Republik Indonesia
dalam menjamin perlindungan hukum pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan terkait dengan
pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas. [9]. Metode pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan perbandingan (comparative approach) [10]. Kedua metode pendekatan ini
digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan pemerintah di Indonesia dan beberapa
negara terkait pemenuhan aksesabilitas hak kesehatan penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier [10]. Bahan hukum primer meliputi
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam pembahasan hak
kesehatan penyandang disabilitas, diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli,
buku-buku hukum, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hak-hak
penyandang disabilitas dan jaminan kesehatan. Bahan ini memberikan penjelasan lebih
lanjut tentang aplikasi norma yang terkandung dalam bahan hukum primer. Selain itu,
bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai
bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah, surat kabar, artikel online, serta
kamus hukum yang relevan. Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan untuk memperkaya
analisis dan pemahaman terhadap implementasi hukum yang berkaitan dengan
pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library
research) untuk mengumpulkan data dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal
ilmiah, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik
penelitian. Metode ini penting untuk mencari konsep-konsep hukum, teori-teori, serta
temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [11]. Proses pengumpulan
data dilakukan melalui penelusuran literatur hukum, baik secara offline (melalui buku,
jurnal, dan koleksi pribadi) maupun online (melalui internet dan database hukum).
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Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Beberapa Negara Dalam Mewujudkan Kesetaraan
Aksesabilitas Berdasarkan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD)

Kebijakan diharapkan mampu mengatasi masalah konstruksi sosial di masyarakat
terkait keberadaan penyandang disabilitas. Dalam buku Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan
Praktik, disebutkan bahwa kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena yang
spesifik. Kebijakan akan bermanfaat ketika digunakan sebagai panduan dalam bertindak
atau dalam pengambilan keputusan-keputusan yang saling terkait. [12]

Penyandang disabilitas dibatasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan
ketergantungan pada dukungan eksternal. Kondisi fisik yang dimiliki dapat menyebabkan
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, yang membuat penyandang disabilitas berbeda
dari individu lainnya dalam hal kemampuan dan aksesibilitas.

Memberi penyandang disabilitas akses ke pekerjaan berkualitas menunjukkan
kepedulian pemerintah terhadap hak asasi manusia. Penting untuk mengatur dan
memperhatikan perlindungan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas untuk
meningkatkan kesadaran akan penderitaan yang dihadapi para penyandang disabilitas
dan mendorong masyarakat umum untuk memperlakukan para penyandang disabilitas
dengan hormat. Esensi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
(HAM) adalah menjaga keselamatan dan keberadaan manusia secara keseluruhan melalui
tindakan yang seimbang antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan individu dan
kepentingan umum. Usaha untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM
merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama, tidak hanya antara individu dan
pemerintah, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas, yaitu negara.

Harmoni dan kesetaraan antara hak asasi manusia dan kewajiban sangat penting
untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat diwujudkan di suatu negara. Ini
membutuhkan partisipasi aktif dari negara dan masyarakat. Bersama-sama, pemerintah,
dunia usaha, dan masyarakat umum dapat memastikan penyandang disabilitas tidak
menghadapi kendala dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanggung jawab negara jauh
melampaui kepatuhan terhadap undang-undang, dan mencakup janji jangka panjang
untuk meningkatkan kehidupan penyandang disabilitas dalam segala hal [13].

Pemerintah dalam suatu negara memainkan peran penting dalam memastikan
keamanan dan penerimaan penyandang disabilitas [14]. Namun, sikap diskriminatif dan
stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas seringkali dapat diatasi, terutama di pasar
kerja. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang menyembunyikan gagasan
perbaikan untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh rakyat. Gagasan akuntabilitas
ini dimaksudkan untuk menyamakan kedudukan bagi orang-orang dengan keterbatasan.

Dalam upaya mewujudkan hak kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas,
negara-negara di dunia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang berlandaskan pada
Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
(CRPD) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006, merupakan
instrumen internasional yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas secara
komprehensif. Salah satu fokus utama dalam CRPD adalah memastikan akses yang setara
bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan,
pekerjaan, serta layanan kesehatan. Negara-negara yang meratifikasi CRPD diwajibkan
untuk mengadopsi kebijakan dan regulasi yang dapat mewujudkan hak-hak tersebut,
salah satunya dalam hal aksesibilitas layanan kesehatan.

Meskipun ada kesepakatan global mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak dasar
bagi penyandang disabilitas, implementasi kebijakan ini bervariasi antar negara. Sebagai
bagian dari implementasi CRPD, negara-negara juga mengembangkan berbagai inovasi
untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas. Di
negara-negara maju, inovasi teknologi sering kali digunakan untuk memudahkan
penyandang disabilitas dalam mengakses layanan medis. Misalnya, di Amerika Serikat,
banyak rumah sakit yang mengadopsi teknologi telemedicine yang memungkinkan
penyandang disabilitas untuk melakukan konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis,
sehingga mengurangi hambatan fisik yang dihadapi [15].

Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti India dan Brasil, meskipun
tantangan infrastruktur lebih besar, kebijakan yang diadopsi lebih fokus pada
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pembangunan fasilitas kesehatan yang inklusif. Di Brazil, pemerintah meluncurkan
berbagai program kesehatan masyarakat yang secara khusus melibatkan penyandang
disabilitas dalam merancang dan mengakses program Kesehatan [16]. Di India, meskipun
terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, beberapa rumah sakit kini mulai
memberikan pelatihan kepada tenaga medis untuk meningkatkan keterampilan dalam
memberikan perawatan kepada pasien dengan disabilitas [17].

Berikut tabel perbandingan kebijakan beberapa negara-negara dalam memberikan
kesetaraan akses hak kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas Negara-Negara

Komitmen dan

Negara K;l:llall:::e:;:::lt Peraturan/Kebija Ratifikasi Tantangan
kan Utama CPRD Utama
Penyandang
Disabilitas

Indonesia Komitmen melalui UU  UU No. 8 Tahun Ratifikasi Aksesibilitas fisik
No. 8 Tahun 2016 2016 (Penyandang Konvensi Hak dan layanan
tentang Penyandang Disabilitas), PP No. Penyandang kesehatan di
Disabilitas dan 52 Tahun 2014 Disabilitas daerah terpencil
Peraturan Pemerintah  (Aksesibilitas), (CRPD) pada masih terbatas.
No. 52 Tahun 2014 Peraturan Menteri  2011.
tentang Aksesibilitas. =~ Kesehatan No. 75
Fokus pada Tahun 2014
peningkatan akses (Penyelenggaraan
kesehatan dan Pelayanan
pencegahan Kesehatan untuk
diskriminasi. Penyandang

Disabilitas)

Amerika Ditetapkan melalui Americans with Ratifikasi CRPD  Diskriminasi

Serikat Americans with Disabilities Act pada 2009, dalam akses
Disabilities Act (ADA)  (ADA), Affordable meskipun layanan
yang mencakup hak Care Act (ACA) belum kesehatan
atas akses kesehatan sepenuhnya mental dan
yang setara, baik diimplementasi layanan khusus
dalam penyediaan kan. penyandang
layanan medis disabilitas.
maupun fasilitas
kesehatan yang
ramah disabilitas.

Inggris Komitmen tercermin Equality Act 2010,  Ratifikasi CRPD Tantangan dalam
dalam Equality Act National Health pada 2009. layanan
2010, yang Service (NHS) kesehatan
memastikan akses untuk penyandang mental dan
setara ke layanan disabilitas pemahaman
kesehatan, tenaga medis
pendidikan, dan tentang
pekerjaan. Fokus disabilitas.
pada pencegahan
diskriminasi dalam
sistem kesehatan.

Australia  Akses kesehatan bagi  Disability Ratifikasi CRPD  Keterbatasan
penyandang Discrimination Act  pada 2008. sumber daya di
disabilitas diatur 1992, National daerah terpencil
dalam Disability Disability dan layanan
Discrimination Act Insurance Scheme kesehatan
1992 dan kebijakan (NDIS) mental.

National Disability
Insurance Scheme
(NDIS), yang
menyediakan bantuan
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dalam perawatan

kesehatan.

Kanada Komitmen melalui Canadian Charter Ratifikasi CRPD  Masih adanya
Canadian Charter of of Rights and pada 2010. hambatan dalam
Rights and Freedoms Freedoms, akses ke layanan
dan Canadian Human  Canadian Human kesehatan
Rights Act, yang Rights Act, Health mental di daerah
melindungi hak Canada Disability terpencil.
penyandang Policy
disabilitas untuk
mendapatkan
pelayanan kesehatan
setara.

Swedia Disability Act Disability Act, Ratifikasi CRPD Tantangan pada
memberikan Swedish Health pada 2008. penerapan
perlindungan Care Act layanan
terhadap hak-hak kesehatan yang
penyandang lebih personal
disabilitas, dengan bagi penyandang
fokus pada disabilitas.
aksesibilitas layanan
kesehatan di seluruh
negeri.

Jerman Social Code Book IX Social Code Book Ratifikasi CRPD  Kendala dalam
mengatur hak IX, Disability pada 2009. penerapan akses
penyandang Equality Act layanan yang
disabilitas dalam setara bagi
mendapatkan akses penyandang
kesehatan, dan negara disabilitas yang
menyediakan memiliki
asuransi kesehatan kebutuhan
untuk penyandang khusus.
disabilitas.

Jepang Komitmen melalui Disability Ratifikasi CRPD  Keterbatasan
Disability Independence and  pada 2014. layanan
Independence and Support Law, Basic kesehatan
Support Law, yang Act for Persons mental dan
menyediakan akses with Disabilities penyediaan
kesehatan dan fasilitas yang
program rehabilitasi ramah
bagi penyandang disabilitas.
disabilitas, termasuk
layanan kesehatan
mental.

India The Rights of Persons  The Rights of Ratifikasi CRPD  Infrastruktur
with Disabilities Act, Persons with pada 2007. dan layanan
2016 Disabilities Act, kesehatan di

memperkenalkan
langkah-langkah
untuk menghilangkan
diskriminasi dan
memastikan akses
kesehatan untuk
penyandang
disabilitas.

2016, National

Health Policy 2017

daerah pedesaan
dan terpencil
masih terbatas.

Sumber: Hasil pengolahan data beberapa kebijakan.

Sebagian besar negara yang tercantum dalam tabel telah meratifikasi Konvensi Hak
Penyandang Disabilitas (CRPD) yang menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas, termasuk hak atas akses kesehatan yang setara. Negraa-negara
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tersebut juga telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang memastikan
penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dalam sektor kesehatan.
Perbedaannya, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia, memiliki program
khusus seperti Affordable Care Act dan National Disability Insurance Scheme (NDIS) yang
berfokus pada pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan bagi penyandang
disabilitas. Negara-negara lain, seperti Inggris dan Kanada, menekankan pada kebijakan
inklusivitas dan nondiskriminasi. Persamaaannya, negara-negara tersebut menghadapi
tantangan dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya dalam wilayah terpencil atau
untuk layanan kesehatan mental. Sebagai contoh, di Indonesia, meskipun telah ada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan
dasar hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas, tantangan utama
terletak pada implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Ketersediaan fasilitas
kesehatan yang ramah disabilitas masih terbatas, dan banyak tenaga medis yang belum
sepenuhnya terlatih dalam menangani pasien dengan kebutuhan khusus. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung kesetaraan akses,
penerapan kebijakan tersebut dalam praktik di lapangan masih membutuhkan perhatian
khusus.

3.2 Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum
Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan
bahwa tanggung jawab negara atau pemerintah adalah menyediakan pelayanan
kesehatan dan perawatan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Sesuai dengan
teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh John Locke, setiap individu memiliki hak-hak
asasi (hak kodrati) yang sudah dimiliki sebelum ada penetapan oleh pemerintah,
termasuk hak untuk mempertahankan diri dan hak untuk hidup [18].

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi manusia
(HAM) di Indonesia, khususnya terkait hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi
penyandang disabilitas, Indonesia perlu memiliki peraturan hukum yang adil dan tegas.
Peraturan tersebut harus didukung oleh aparat negara yang responsif dan mendukung
kepentingan disabilitas, serta masyarakat yang inklusif terhadap isu-isu disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
diartikan sebagai manusia yang menderita keterbatasan fisik, sensoris, mental dan
intelektual yang terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami kesulitan
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan tidak dapat efektif untuk berpartisipasi secara
penuh dengan warga yang lainnya [Pasal 1 Ayat (1)]. Pemerintah berusaha memastikan
bahwa seluruh hak penyandang disabilitas yang telah diatur dalam undang-undang dapat
diwujudkan dalam bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas. Penghormatan berarti menghargai atau menerima keberadaan
penyandang disabilitas dengan segala hak yang dimiliki tanpa pengurangan [Pasal 1 Ayat
(4)]. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi,
mendukung, dan memperkuat hak penyandang disabilitas [Pasal 1 Ayat (5)]. Sementara
itu, pemenuhan adalah upaya untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak-hak
tersebut [Pasal 1 Ayat (6)]. [8]

Kebijakan tambahan yang disusun berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas
harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, sebagaimana halnya
kebijakan khusus lainnya. Secara moral, kebijakan ini harus sejalan dengan nilai-nilai
yang terdapat dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap sila saling mendukung
dan memperkuat [19].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas
berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan bebas dari diskriminasi.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga mendukung hak ini dengan menjamin akses
kepada pelayanan kesehatan berkualitas. Untuk memperkuat implementasi, Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk
menyediakan layanan kesehatan yang ramah disabilitas.

Meskipun telah ada berbagai langkah yang diambil, tantangan dalam implementasi
dan kesadaran masyarakat tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai
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hasil yang optimal. Keberlanjutan upaya, evaluasi, dan kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan sistem
kesehatan yang inklusif dan ramah disabilitas di Indonesia.

Dalam teori hak asasi manusia (HAM), negara berperan sebagai pemangku
kewajiban, sedangkan masyarakat sebagai pemangku hak. Identifikasi antara pemangku
kewajiban dan hak ini merupakan konsekuensi dari berbagai instrumen hukum, terutama
instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam pemenuhan
aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang disabilitas, Indonesia secara khusus telah
meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD). Selain itu,
pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Sipil (UU No. 12 Tahun
2005) dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005), di mana
kedua instrumen ini secara tegas menentang tindakan diskriminasi dan menjamin prinsip
pelayanan publik [20].

Peran pemerintah dalam mendorong otonomi individu, melindungi kebebasan
dasar, dan mengendalikan kegiatan Komnas HAM, semuanya tertuang dalam UU No. 39
Tahun 1999 [21]. Jika suatu negara menolak hak-hak warga negaranya, termasuk hak
atas perlakuan yang adil di tempat kerja, orang-orang tersebut memiliki hak hukum
untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah. Aturan-aturan ini harus ditinjau
ulang untuk menentukan apakah perlu diperbarui atau apakah kebijakan pemerintah
tentang penyandang disabilitas telah berubah [22].

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memberikan
perlindungan hukum yang lebih kuat dan rinci, dengan sistem pengawasan yang lebih
efektif. Penegakan hukum di negara-negara tersebut umumnya lebih tegas. Sementara
itu, di Indonesia, penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin aksesibilitas dalam layanan
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Meskipun undang-undang ini telah
ada, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesadaran publik
dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk melindungi hak-
hak penyandang disabilitas, sebagai berikut:

Pertama, Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Hak atas perawatan kesehatan termasuk dalam
perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini bagi orang-orang yang cacat.
Undang-undang ini menetapkan pedoman untuk memastikan bahwa penyandang
disabilitas memiliki akses dan keterlibatan yang sama dalam semua aspek
masyarakat, termasuk layanan Kesehatan [23].

Kedua, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah memastikan seluruh warga
negara, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki akses kesehatan
yang berkualitas. Semua dasar perawatan kesehatan, mulai dari rawat inap hingga
kunjungan dokter hingga obat resep dan seterusnya, tercakup dalam rencana ini
[24].

Ketiga, Peningkatan Aksesibilitas Fisik. Pemerintah mendorong pembukaan
rumah sakit yang menerima pasien dengan masalah kesehatan mental. Fitur fisik
seperti landai dan fasilitas lain yang dapat diakses penyandang cacat disertakan.
Transportasi ke pusat kesehatan juga dibuat lebih mudah diakses dengan
menghilangkan sumber gangguan potensial [1].

Keempat, Pelatihan Tenaga Kesehatan. Penyedia layanan kesehatan di Amerika
Serikat menerima pelatihan yang didanai pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
semua pasien dengan lebih baik, termasuk penyandang disabilitas. Ini termasuk
mengajari orang cara melakukan banyak tugas, cara berkomunikasi secara sensitif,
dan cara menggunakan cara ekspresi non-tradisional [25].

Kelima, Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat. Pemerintah mempromosikan
kesadaran publik tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui inisiatif konseling
dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas ke perawatan
kesehatan dengan menghilangkan diskriminasi dan tidak mengecualikan siapa pun
[26].

Keenam, Penyediaan Alat Bantu dan Rehabilitasi. Pemerintah berupaya untuk
memperluas ketersediaan teknologi bantuan, layanan rehabilitasi, dan pilihan terapi
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bagi penyandang disabilitas. Kursi roda, kaki palsu, dan alat bantu dengar hanyalah
beberapa contoh teknologi dan layanan bantu yang termasuk dalam kategori ini.

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan, pemerintah Indonesia menunjukkan
komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya
dalam hal akses kesehatan. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti
peningkatan aksesibilitas fisik dan pelatihan tenaga medis, langkah-langkah yang telah
diambil memberikan harapan untuk terciptanya sistem layanan kesehatan yang inklusif
dan merata. Diharapkan, dengan penguatan kebijakan dan peningkatan kesadaran
masyarakat, penyandang disabilitas dapat menikmati hak atas kesehatan yang setara,
tanpa diskriminasi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perawatan
yang berkualitas.

4. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk
memastikan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam aksesibilitas layanan
kesehatan, sejalan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Kebijakan-
kebijakan ini, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan aksesibilitas
fisik dan pelatihan tenaga kesehatan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam
memberikan layanan kesehatan yang inklusif. Meskipun demikian, tantangan terkait
implementasi kebijakan masih ada, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas fisik di
daerah terpencil dan melatih tenaga medis agar lebih sensitif terhadap kebutuhan
penyandang disabilitas. Oleh karena itu, meskipun kebijakan yang ada sudah cukup kuat,
masih dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam penyuluhan kepada masyarakat dan
penyediaan fasilitas yang lebih memadai.
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